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BUPATI NGANJUK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 5 TAHUN 2016 

 
TENTANG  

 
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                        
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI NGANJUK, 

 
 

Menimbang  :  bahwa untuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Pasal 6 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas 

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 

maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan 

Peraturan Bupati. 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah;  

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Nganjuk; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  

 

 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.  

3. Inspektorat Daerah adalah adalah Inspektorat Daerah 
Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Nganjuk. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Nganjuk.  

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan 
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal 3 
 
Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan : 

1. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang 
lingkup evaluasi; 

2. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang 
digunakan dalam evaluasi; 

3. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam 
proses evaluasi; dan 

4. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan 
hasil evaluasi serta proses pengolahan data. 

 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan 
Bupati yang diketuai oleh Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk 
dan beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta 
instansi lain yang terkait. 
 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Nganjuk. 
 

  
Ditetapkan di Nganjuk 
pada tanggal 2 Pebruari 2016 
BUPATI NGANJUK, 

ttd 
 

TAUFIQURRAHMAN 
 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal  02 Pebruari 2016 
    SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN NGANJUK 
                        ttd 
Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM 
Pembina Utama Madya 
NIP. 19580810 198203 1 027 
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 05 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

ttd. 
 
ELLY HERNATIAS, SH, MM 
Pembina Tingkat II   
NIP. 19661107 199403 1 005  

 


